BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah,

sebagai berikut :

1.

Bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret
Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati Biak
dilaksanakan sesuai dengan adat setempat (Biak) berdasarkan
musyawarah.

Tahap penyelesaian sengketa adalah :

a) Para-para adat di Dewan Adat Biak;

b) Kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan;

c) Ganti rugi’/kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak yang dirugikan;

Kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat
Keret Rumbiak dapat terwujud karena penyelesaian dilaksanakan
menurut hukum adat setempat (Biak) yang berdasarkan musyawarah
mufakat, dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian yang
berupa kesepakatan perdamaian, ganti rugi dan kompensasi mengandung
kepastian hukum. Penyelesaian menurut hukum adat setempat tidak
bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah

Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat
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Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah.
B. Saran
Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa
penguasaan tanah hak ulayat keret di Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah
Kabupaten Biak Numfor dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak
Numfor harus berkoordinasi bersama Dewan Adat Biak dalam rangka
mendata dan menginventarisir tanah-tanah, baik tanah hak ulayat maupun
perseorangan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya sengketa.
Penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten
melibatkan para pihak yang berkompeten dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung/Kelurahan serta Dewan
Adat Biak bersama pihak yang bersengketa harus ada bukti pelaksanaan yang
otentik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, misalnya : undangan, absensi, berita acara, resume dan sebagainya.
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SURAT BUKTI PEMBAYARAN

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima, Kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. 1. Nama - YUSUF MELIANUS MARYEN
Pekerjaan - BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Alamat - JIn.M3ajapahit Biak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. DORUS RUMBIAK
Pekerjaan . Pensiun PNS
Alamat - JIn. Ahmad Yani Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Il. 1 PIHAK PERTAMA sebagai pengguna tanah hak ulayat Marga Rumbiak (Lokasi

rencana Kantor Bupati Biak Numfor ) telah menyerahkan uang ganti rugi
sebesar Rp.1000.000.000,- ( Satu Milyar) Rupiah kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA sebagai Pernilik Tanah menyatakan telah menerima uang ganti
rugi sebesar Rp.1000.000.000,- ( Satu Milyar ) Rupiah  dari PIHAK PERTAMA.

3. Dengan pembayaran tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA TIDAK
BERTANGGUNG JAWARB bila dikeniudian hari ada tuntutan oleh pihak-pihak
lain.

4. Bilamana dikemudian hari ada tuntutan dari pihak manapun, maka PIHAK
KEDUA akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Ill. Demikian Surat Bukti Pembayaran ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan
atau tekanan dari siapapun dan disaksikan oleh
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Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah ini Masing — Masing

I.Nama : Marthen Rumbiak
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Tani /Nelayan
Alamat : Desa Ambroben

2.Nama : Gr. Bernard Rumbiak
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Ambroben

3. Nama : Fransina Kbarek
Umur : 78 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Ambroben

Dengan ini Kami Pemilik Hak Ulayat Sebenarnya, menyatakan Sikap Kami
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor bahwa, kami bersedia memberikan
Lokasi Tersebut untuk Dibangun, dan dipakai dalam hal membangun Kantor Bupati atau
apa saja yang maudibangun diatas Tanah tersebut. Dengan kesepakatan kami sebagai
berikut :

1. Lokasi yang dimaksud, yang perna di jual belikan oleh Kel ( Alm Dorus
Rumbiak cs). Dengan harga Rp.1.000.000.000 ( Satu Milyart) Rupiah agar,
ganti Rugi Kepada kami, sesuai dengan itu juga.

2. Mohon agar Pemda Biak Numfor Memperhatikan Batas-batas hak ulayat dari
Masyarakat adat untuk tidak melewati batas-batas hak yang ada, agar tidak
menghambat Pembangunan kedepan.

3. Lokasi yang dimaksud, telah terlampir Peta Wilaya édat dari Marga/Keret
Rumbiak khusus Kel (Alm. Salmon Rumbiak) atas Nama Marten Rumbiak.

4. Mohon, dengan harapan kedepan Kepala Daerah selaku Bpk dari Masyarakat
Biak Numfor, Memperhartikan anak-anak Kami untuk dipekerjakan,
dengan harapan, agar beberapa poin yang telah kami cantumkan dalam
pernyataan kami, dapat dimaklumi untuk diperhatikan.



Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih Kepada
Pemerintah Daerah yang sudah berupaya untuk kerja sama dengan kami kel (Alm.
Salmon Rumbiak) atas Nama Marten Rumbiak cs.

Demikian Pernyataan ini Kami Buat dengan Sebenar-benarnya, dan dalam

keadaan Sadar Tampa Paksaan dari Pihak Manapun, serta ditanda tangani
bersama di.

1. Marhten Rumbiak ( )

2. Gr. Bernar Rumbiak (

3. Fransina Kbarek (

Biak; 23 Juni 2009 ¢
Mengetahui,

Kepala Kampung Ambroben
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